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Pendahuluan

Perkembangan isu lingkungan hidup menunjukkan adanya pergeseran pola kejahatan
yang tidak Tagi bersifat konvensional, melainkan berkembang dalam bentuk manipulasi
informassi yang dikenal sebagai greenwashing.

Praktik greenwashing ditandai dengan penggunaan klaim lingkungan yang tidak
didukung bukti iimiah, penggunaan simbol atau visual “hijau” yang menyesatkan, serta
enyampaian informasi yang tidak lengkap atau bias. Keadaan fersebut menimbulkan
erugian bagi konsumen serta  menghambat pelaksanaan E_erlmdungon serta
pengelolaan lingkungan hidup yang seharusnya dilakukan secara efektif.

Salah satu contoh praktik greenwashing yang mendapat perhatian luas _di tingkat
infernasional adalah kasus "yang melibatkan ~perusahaan multinasional Coca-Cola,
Kampanye bertajuk “World Without Waste” menyampaikan komitmen untuk mengurangi
limbah plastik sekaligus memperkuat program daur ulang kemasan botol, memberikan
kesan bahwa perusdhaan berperan akiif sebagai pelopor pelestarian lingkungan. Akan
tetapi, hasil audit independen menunjukkan adanya ketfidaksesuaian antara klaim dalam
kampanye dengan fakta di lapangan.

Penelifian sebelumnya c¢enderung membahas greenwashing dalam perspektif
perlindungan konsumen, etika bisnis, atau perilaku pasar, serta belum secara komprehensif
mengkaitkannya dengan konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi.




Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

« Bagaimana kualifikasi tindakan Greenwashing oleh korporasi
dapat dikategorikan sebagai findak pidana lingkungan
hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan di
Indonesia?

« Bagaiomana  pertfanggungjawaban  pidana  korporasi
terhadap direksi atau badan hukum yang terbukti melakukan
manipulasi data emisi/lingkungan?
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* Digunakan metode vyuridis normatif dengan pendekatan perundang-
undongcﬁ) (Statute Approach) serta pendekatan konseptual (conceptuadl
approach).

* Bahan hukum primer yong[ digunakan dalam E.eneli’rion ini meliputi
a |

Undang-Undang Nomor |1 hun 2023 tentan tab Undang-Undang
Hukum™ Pidana, Undang-Undang Nomor 3272 Tahun 2009 = tentang
Perlindungan dan PengPeIo.oon Lingkungan Hidup, Undan —Undon% Nomor
8 Tahun 999 ’ren’ron% erlindungan Konsumen, Undang- ndon1g omor. 8
Tahun 1995 tentang Pasar Moddl, Undong—Undong Nomor 21 Tahun 2011
’ren’rongp Otoritas Jasa Keuangan, serta Pasal 1365 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum.

* Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, or’rik,el,lrurnol iImiah,
hasil Beﬂe“TIOﬂ terdahulu, doktrin para ahli, serta berbagai literatur yang
membahas greenwashing.

* Seluruh bahan hukum dianalisis dengan metode deduktif wntuk
mem%elgolneh kesimpulan yang sistematis sesuai dengan permasalahan
yang dikaiji.




Hasil

Korporasi menyampaikan informasi mengenai produk,
jasa, atau kegiatan usaha yang diklaim ramah lingkungan,
berkelanjutan, rendah emisi, atau memiliki karakteristik
serupa.[15]

Klaim yang disampaikan tidak didukung oleh data ilmiah,
hasil verifikasi, maupun kondisi sebenarnya.[9]

Informasi lingkungan disusun secara tidak lengkap,
dilebih-lebihkan, menghilangkan fakta penting, atau
menggunakan data yang tidak benar.[1]

Informasi disampaikan melalui laporan keberlanjutan,
laporan tahunan, prospektus, situs resmi perusahaan,
media sosial, maupun media publikasi lainnya.[12]

Informasi tersebut berpotensi memengaruhi keputusan
investor, masyarakat, maupun pemangku kepentingan
karena memberikan gambaran yang tidak sesuai dengan
kondisi sebenarnya.[6]
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Hasil

UU No. 32 Tahun 2009 tentang

PPLH Pasal 68 huruf a

terbuka, dan tepat waktu.

Pasal 113 merusak, atau memberikan
keterangan tidak benar dalam

pengelolaan lingkungan hidup.

Prinsip keterbukaan informasi
material.

UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar

Modal Pasal 1 angka 25

Pasal 75 ayat (1) pendaftaran.

penawaran umum.

Pasal 80-81 dalam prospektus.

Larangan membuat pernyataan
material yang tidak benar atau
menyesatkan.

Pasal 90 huruf ¢ dan Pasal 93

Transparansi, akuntabilitas, dan
perlindungan kepentingan

UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK Pasal 4 i
masyarakat dalam sektor jasa
keuangan.
KUHPerdata Pasal 1365 Perbuatan Melawan Hukum.
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Larangan memberikan informasi
palsu, menyesatkan, menghilangkan, Menjadi dasar pertanggungjawaban

Kelengkapan dokumen pernyataan

Larangan informasi yang tidak benar
Pasal 78 ayat (1), Pasal 79 ayat (1) dalam prospektus dan pengumuman dimuat dalam dokumen penawaran

Pertanggungjawaban atas informasi

Kewajiban memberikan informasi
lingkungan secara benar, akurat,

Menjadi dasar kewajiban korporasi
dalam menyampaikan informasi
lingkungan secara benar.

pidana atas manipulasi informasi
lingkungan.

Menjadi dasar penyampaian
informasi material kepada investor.
Menjadi instrumen administratif
terhadap dokumen emiten.

Relevan apabila klaim lingkungan

umum.

Menentukan pihak yang bertanggung
jawab atas informasi yang
disampaikan kepada investor.
Berpotensi diterapkan terhadap
manipulasi informasi keberlanjutan
yang memengaruhi keputusan
investasi.

Menjadi dasar pengawasan terhadap
keterbukaan informasi korporasi.

Menjadi dasar gugatan ganti
kerugian secara perdata apabila
terdapat pihak yang dirugikan akibat
greenwashing.
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Pembahasan

A. Konsep Greenwashing dan Kualifikasinya sebagai Kejahatan Lingkungan Hidup

« Konsep greenwashing dapat ditemukan secara implisit melalui berbagai peraturan yang
mengatur kewajiban keterbukaan informasi dan larangan penyampaian informasi yang
menyesatkan. Salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal yang mengatur mengenai Prinsip Keterbukaan.

« Greenwashing ftidak diatur secara eksplisit sebagai suatu tindak pidana tersendiri, namun
dapat dikonstruksikan melalui beberapa ketentuan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Pasal 1365
KUHPerdata.

« Pergeseran kualifikasi greenwashing, yaitu Greenwashing sebagai pelanggaran etika bisnis dan
perlindungan konsumen serta Greenwashing sebagai kejahatan lingkungan hidup apabila
telah melibatkan unsur manipulasi data lingkungan dan berdampak pada kerusakan atau

pelanggaran baku mutu lingkungan.




Pembahasan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen:

Mengatur larangan terhadap informasi yang menyesatkan,
khususnya dalam Pasal 9 dan Pasal 10 yang pada prinsipnya
melarang pelaku usaha memiberikan keterangan, iklan, atau promosi
yang tidak benar atau menyesatkan mengenai barang dan/atau
jasa. Kekaburan norma terlihat dari tidak adanya parameter yang
jelas terkait definisi “menyesatkan” dalam konteks isu lingkungan
hidup.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan

OJK mendorong terwujudnya sektor jasa keuangan yang fransparan,
akuntabel, serta berorientasi pada keuangan berkelanjutan dan
ekonomi  hijau. Kekaburan norma muncul ketika laporan
keberlanjutan dimanipulasi untuk memperoleh green financing atau
green bond. Regulasi pasar modal belum mengkualifikasikan
manipulasi data lingkungan sebagai tindak pidana pasar modal,
sehingga masih termasuk kategori pelanggaran administratif.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-undang tersebut fidak mengenal istilah greenwashing, environmental

claims, environmental disclosure,

maupun  Environmental, Social, and

Governance (ESG) disclosure. Kekaburan pertama terlihat pada ketentuan
mengenai Informasi atau Fakta Material dan Prinsip Keterbukaan dalam UU
Pasar Modal. Kemudian pada Pasal 75 ayat (1), Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 79
ayat (1), Pasal 80 dan Pasal 81 serta Pasal 90 huruf ¢ dan Pasal 93.
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Pembahasan

Kitab Undang-undang Hukum perdata (KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Greenwashing dapat dikonstruksikan sebagai perbuatan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

melawan hukum apabila menimbulkan kerugian bagi Memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam mengatasi
konsumen atau investor. Kelemahan utama ketentuan greenwashing, khususnya yang berkaitan dengan manipulasi
PMH terletak pada beban pembuktian, yaitu harus informasi lingkungan. Berdasarkan Pasal 113 UU menunjukkan
dibuktikan adanya: perbuatan melawan  hukum, bahwa greenwashing yang telah berkembang menjadi
kesalahan, kerugian nyata, dan hubungan kausal antara manipulasi informasi lingkungan dapat dikualifikasikan sebagai
perbuatan dan kerugian. tindak pidana lingkungan hidup.
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Pembahasan

B. Kualifikasi Greenwashing sebagai Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam
Sistem Hukum Indonesia

Tidak dapat dilepaskan dari perluasan makna lingkungan yang tidak hanya mencakup
perbuatan fisik yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan, tetapi juga
mencakup perbuatan non-fisik berupa manipulasi informasi yang berdampak pada
terganggunya sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, kewajiban memberikan informasi yang benar diatur secara tegas dalom Pasal 68,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur ketentuan pidana yang relevan dalam
Pasal 100 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan
dasar hukum terhadap larangan informasi menyesatkan, terutama Pasal 8 ayat (1) huruf f.
Kualifikasi greenwashing sebagai tindak pidana lingkungan hidup bergantung pada intensitas
dan dampak perbuatannya.




Pembahasan

C. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Lingkungan Berbasis Greenwashing

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)
dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UU PPLH) memberikan dasar hukum bahwa korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban
pidana apabila melakukan manipulasi informasi lingkungan melalui praktik greenwashing. Dasar
pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat dalom Pasal 45 KUHP Nasional.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 116 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang
menentukan bahwa apabila findak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan
usaha, maka pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi
perintfah atau memimpin kegiatan tersebut. Pasal 68 huruf a UU PPLH, mewajibkan setiap pelaku

usaha memberikan informasi mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara
benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Kewaqjiban tersebut kemudian diperkuat oleh Pasal 113 UU
PPLH.
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Pembahasan

C. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Lingkungan Berbasis Greenwashing

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Merupakan bentuk penyampaian informasi yang menyesatkan (misleading information) kepada konsumen.
Pasal 7 huruf b mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dipertegas melalui Pasal 8 ayat (1) huruf f larangan pelaku
usaha memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan
dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi. Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 melarang pelaku usaha
menawarkan atau mempromosikan barang dan/atau jasa dengan menggunakan keterangan yang tidak
benar atau menyesatkan mengenai kualitas, manfaat, maupun karakteristik produk.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Pertanggungjawaban korporasi atas praktik greenwashing didasarkan pada prinsip keterbukaan (principle
of disclosure), Pasal 1 angka 25 mewaqjibkan penyampaian seluruh informasi material yang dapat
memengaruhi keputusan investasi dan harga efek. Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 79 ayat (1) melarang
prospekius maupun pengumuman penawaran umum memuat informasi yang tidok benar atau
menyesatkan mengenai fakta material. Pasal 90 huruf ¢ melarang setiap pihak membuat pernyataan yang
tidak benar mengenai fakta material atau tidok mengungkapkan fakta material sehingga menyesatkan
investor, serta Pasal 93 melarang pemberian keterangan yang secara material tidak benar atau
menyesatkan sehingga memengaruhi harga efek.
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Pembahasan

C. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Lingkungan Berbasis Greenwashing

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Pertanggungjawaban korporasi lebih diarahkan pada kepatuhan terhadap prinsip tfransparansi, akuntabilitas,
dan tata kelola yang baik (good corporate governance). Pasal 4 menegaskan bahwa OJK dibentuk untuk
menjamin agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan diselenggarakan secara teratur, adil, fransparan,
dan akuntabel serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. pertanggungjawaban
korporasi dalam UU OJK lebih menekankan kepatuhan administratif daripada pemidanaan. OJK memiliki
kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif,
pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha terhadap
korporasi yang melanggar ketentuan mengenai keterbukaan informasi dan keuangan berkelanjutan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 1365 KUHPerdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menyatakan bahwa setiap perbuatan
yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang bersalah
mengganti kerugian tersebut. Pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata berorientasi pada
pemulihan hak pihak yang dirugikan melalui pembayaran ganti rugi, namun ketentuan PMH memiliki
keterbatasan karena penggugat wajib membuktikan seluruh unsur PMH. Oleh karena itu efektivitasnya lebih
rendah dibandingkan mekanisme pertanggungjawaban pidana dalam UU PPLH.
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Temuan Penting Penelitian

Pengaturan greenwashing terkait mengatur kewajiban penyampaian informasi secara benarr,
akurat, terbuka, dan tidak menyesatkan. Pengaturan tfersebut tersebar dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Pasal 1365
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. pertanggungjawaban terhadap praktik greenwashing
dalam sistem hukum Indonesia tidak berfumpu pada satu instrumen hukum, melainkan
menggunakan pendekatan multirezim yang mengombinasikan pertanggungjawaban
pidana, administraftif, dan perdata sesuai dengan karakter manipulasi informasi serta akibat
hukum yang ditimbulkannya.




Manfaat Penelitian

 Mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat

dikenakan kepada korporasi dalaom findak kejahatan
lingkungan hidup berbasis greenwashing, khususnya dalam
mengkualifikasikan praktik greenwashing sebagai bentuk

tindak pidana serta menentukan dasar
per’rong%ungjowobon pidana yang dapat dibebankan
kepada korporasi
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